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Menegaskan kembali reforma agraria

Reforma agraria adalah suatu upaya untuk menata ulang struktur
penguasaan, susunan kepemilikan, pemanfaatan dan penggunaan
sumber-sumber agraria yang timpang untuk kepetingan kesejahteraan
umum dan keadilan sosial. Pelaksanaan ini ditujukan bagi petani kecil,
buruh tani dan masyarakat miskin secara luas. Reforma agraria tidak
hanya berbicara masalah alat produksi saja yaitu tanah dan air, namun
keseluruhan faktor produksi seperti benih, permodalan, teknologi dan
alat pertanian, dan pasar.

Reforma agraria merupakan jalan yang paling memungkinkan untuk
dapat memberdayakan rakyat pedesaan dari kedudukannya yang
terpinggirkan, sekaligus melepaskan diri dari penindasan kekuatan
ekonomi besar dan penindasan kekuasaan politik kelas yang dominan.

Reforma agraria selanjutnya diharapkan dapat menciptakan proses
perombakan dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat,
khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian
modenn yang sehat, terjaminnya kepastian pemilikan tanah bagi rakyat
sebagai sumber daya kehidupan, terciptanya sistem kesejahteraan sosial
dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta penggunaan sumber
agraria sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tujuan dari Reforma agraria secara komprehensive dapat dari berbagai
aspek yaitu sebagai berikut:

1.  Aspek Hukum : Menciptakan kepastian hukum mengenai hak-
hak rakyat terutama kaum tani

2. Aspek Sosial : menciptakan struktur sosial yang lebih adil,
menghilangkan penindasan manusia atas manusia

3. Aspek Psikologis: Meningkatkan ketahanan keluarga yang
akan meningkatkan motivasi keluarga untuk bertani.

4.  Aspek Politik : Menghilangkan konflik dan menciptakan
stabilitas yang sejati

5. Aspek Ekonomi : Menciptakan ketahanan ekonomi keluarga,
terutama keluarga tani

Memang dalam pelaksanaannya seringkali reforma agraria
diimplementasikan secara sempit sebagai land reform (redistribusi
kepemilikan, penguasaan dan pengaturan penyakapan tanah (sistem
penggarapan)). Hal ini dikarenakan tanah sebagai faktor utama yang
bisa mewadahi sumber-sumber agraria lainnya. Di dalam Land reform
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dilakukan perombakan cepat dalam 2 hal yaitu (a) Penyakapan tanah
yakni hubungan dan kesepakatan antara pemilik dan penggarap tanah,
(b) Perubahan tentang luas pemilikan, pola pembudidayaan, dan
persyaratan Penguasaan tanah.

Sementara itu, terdapat 4 muatan kongkrit Land reform sebagai
langkah awal dari reforma agraria yaitu diantaranya: Pengaturan ulang
alokasi penyediaan tanah; Penataan ulang status, luas kepemilikan,
penguasaan, dan penggunaan tanah; Pengaturan ulang tata cara
perolehan tanah dan Penataan ulang penggunaan tanah.

yang penting dan perlu dicatat adalah reforma agraria yang
dimaksudkan tidak sekedar untuk mengatur struktur kepemilikan dan
penguasaan tanah pertanian saja namun lebih luas dari itu.

Bapak pendiri Republik Indonesia telah merumuskan UUPA No.
5/1960 Pasal I: ”Bumi, air dan ruang angkasa.............. dan seterusnya”.
Masalah utama dan mendesak waktu itu guna memperbaiki nasib
penduduk negara agraris kita-memang berfokus pada pertanian dan
land reform. Perumusan UUPA 1960 jelas mencerminkan jarak pandang
beliau-beliau sudah lebih jauh dari pengertian agraria dalam arti
pertanian semata-mata. Hal tersebut merupaka terjemahan secara
langsung dari kontitusi negara yaitu UUD RI 1945 pasal 33 ayat 3, yang
berbunyi,”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.

“Bumi, air, dan ruang angkasa” mencakup segala kekayaan yang ada
dibawah dan diatasnya (baca Pasal | ayat | s/d 5), sehingga kehutanan,
pertambangan, kekayaan dibawah sungai dan laut serta lingkungan
sudah tercakup. Artinya istilah-istilah sumber daya alam (yang bias
modal dan eksploitatif) , lingkungan, dan tata ruang hanyalah istilah
baru untuk unsur-unsur lama yang belum dipilah-pilah dan sudah
termasuk dalam UUPA 1960. selain mencakup beragam objek agraria,
pengertian agraria juga mencakup unsur kehidupan sosial yang secara
implisit merujuk kepada subjek agraria. Unsur subjek dalam hal ini
menunjuk pada manusia yang menguasai dan memanfaatkan bumi dan
segala isinya atau secara spesifik objek agraria. Dengan kata lain objek-
objek agraria bukan sekedar berbentuk asset, tetapi merupakan basis
teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial, dan politik.

DAFTAR 1Sl

Pemimpin Redaksi: Achmad Ya'kub; : . :

B an RedaRe IR a b RG ISR Kunci Sukses Reklaiming Lahan Pertajam 8
Tejo Pramono, M Haris Putra, Indra Lubis,

| Yani; . . . . .

Redaktur Pelaksana: Cecep Risnandar Agrofuel di Indonesia Kebijakan Energi yang keliru 10

Redaktur: Muhammad Ikhwan, Tita
Riana Zen, Wilda Tarigan, Syahroni;
Reporter: Elisha Kartini Samon, Susan
Lusiana (Jakarta), Tyas Budi Utami

Bulog harus kembali menjadi
Institusi pelayanan publik 11

(Jambi), Harry Mubarak (Jawa Barat), Muhammad Husin (Sumatera
Selatan), Marselinus Moa (NTT). Sekertaris Redaksi: Tita Riana

Konflik agraria dan lingkungan hidup

Zen Keuangan: Sriwahyuni Sirkulasi: Supriyanto, Gunawan; .

Penerbit: Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) diadukan ke Komnas HAM 12
Alamat Redaksi: JI. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan . .

12790. Telp: +62 21 7991890 Fax: +62 21 7993426 Email: Megaproyek Agrofuel di Kolombia :

pembaruantani@fspi.or.id website: www.fspi.or.id Derita dan Perjuangan Kaum Tani 13

Redaksi menerima tulisan, artikel, opini yang berhubungan

Potret Keluarga Tani Korea
Hidup untuk bertani, bukan bertani untuk hidup 14

dengan perjuangan agraria dan pertanian dalam arti luas
yang sesuai dengan visi misi Pembaruan Tani. Bila tulisan
dimuat akan ada pemberitahuan dari redaksi.

Forum Benih Internasional
Kedaulatan benih untuk kedaulatan pangan

15

Petani Cikeas Dambakan Perubahan 16




Pembaruan Tani - September 2007

UTAMAI3

PERTANIAN BERKELANJUTAN

Membangun ekonomi pedesaan
yang berdaulat

Pertanian berke

lanjutan adalah suatu

cara bertani yang mencoba
mengintegrasikan secara
komprehensif semua aspek, mulai
dari lingkungan hidup hingga ke
sosial ekonomi masyarakat
pertanian. Sistem pertanian
berkelanjutan adalah suatu sistem

pertanian yang

ingin memutuskan

ketergantungan dari para petani
terhadap perusahaan pertanian

besar. Selain itu

juga sebagai

alternatif untuk mengatasi masalah
kerawanan pangan dan kemiskinan
yang meningkat dimana terutama
terjadi di kawasan pedesaan.

Secara garis

besar suatu pertanian

dapat dikatakan berkelanjutan jika
sejalan dengan kriteria berkeadilan

sosial (socially j
secara ekonomi

ust), berkelanjutan
(economically viable)

dan ramah lingkungan (ecologically
sound). Ketiga hal ini hendaknya
dilakukan secara terintegrasi secara

luas dari pra-pr

oduksi hingga pasca-

produksi. Pertanian bukan hanya
sekedar proses menanam dan

memelihara tan
merupakan sikl

aman namun
us yang tidak

terputus dari pra-produksi

(pemilihan beni

h, pembuatan

pupuk), produksi (pengolahan
tanah, penyebaran benih,
pemeliharaan) hingga pasca-
produksi (panen, pengolahan hasil
panen, pemasaran). Siklus yang tidak

terputus dalam
melambangkan

proses pertanian ini
bahwa pertanian

adalah suatu ekosistem dan bukan
Tabel 1. Indikator Pertanian Berkelanjutan

Berkel anjutan secara ekonomi

Berkel anjutan secara sosia

Berkelanjutan secara lingkungan

- Simpanan atau keuntungan
keluarga secara konsisten
meningkat

- Hutang keluarga secara
konsisten berkurang

- Usaha pertanian secara
konsisten memperoleh
keuntungan

- Pembelian input pertanian
menurun

- Ketergantungan pada bantuan
[pemerintah menurun

- Adanya perputaran uang
dalam ekonomi lokal

- Kegiatan pertanian menjadi
pendukung bagi usaha -usahdg
|ain dalam komunitas
pedesaan

- Jumlah keluarga di pedesaan
meningkat atau relatif stabil

- Adanya peralihan generasi
dalam kel uarga tani

- Mahasiswa/pelgjar dari
keluarga tani kembali ke
masyarakat pertanian setelah
lulus

- Tidak ada lahan gundul

- Saluran irigasi dan aliran sungal
berjalan lancar dan tidak
terkontaminasi

- Terdapat keragaman hayati
(flora dan fauna) yang melimpah
- Terdapat vegetasi yang
bervariasi di daerah pertanian

- Budidaya pertanian secaraluas
sesuai dengan siklus dan
keseimbangan ekologi alam

Sumber: ATTRA, 2003 dan lainnya
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sebuah pabrik Berikut ini dapat kita
lihat beberapa indikator pertanian
berkelanjutan baik secara sosial,
ekonomi dan lingkungan.

Dalam penerapannya pertanian
berkelanjutan identik dengan
pertanian organik. Hal ini disebabkan
karena agar suatu pertanian dapat
berjalan secara kontinu, unsur alam
dan lingkungan harus dijaga agar
sumber daya alami seperti tanah, air,
dan sumberdaya hayati lainnya tidak
rusak atau tercemar, sehingga daya
dukungnya bagi pertumbuhan
tanaman dapat terus terjaga.
Sehingga salah satu inti dari
pertanian berkelanjutan adalah
bekerja selaras dengan alam dan
memperhatikan siklus iklim dan
kondisi tanah.

Setiap tanaman memiliki
karakteristik yang berbeda-beda, juga
kebutuhan terhadap unsur-unsur
alami lainnya yang berbeda. Jika
memperhatikan hal-hal tersebut
maka pertanian berkelanjutan tidak
mungkin bisa dicapai jika dilakukan
secara monokultur. Sistem pertanian
monokultur yang dilakukan dalam
jangka panjang akan merusak kondisi
tanah. Kebutuhan nutrisi tanah yang
sama sepanjang tahun akan
menyebabkan degradasi tanah dan
lama-kelamaan tanah akan

kehilan

gan kesuburannya. ltulah mengapa
sistem tanaman monokultur dalam
jangka panjang akan meningkatkan
permintaan terhadap pupuk yang
berperan menambah unsur hara
tertentu dari tanah.

Tulang Punggung Pembangunan

Sistem pertanian berkelanjutan
merupakan mekanisme pengaturan
terhadap interaksi yang kompleks
antara tanah, air, tanaman, hewan,
iklim dan manusia. Tujuan akhir
dari sistem pertanian berkelanjutan
adalah untuk menyatukan kesemua
aspek tersebut menjadi suatu sistem
produksi yang menguntungkan dan
tepat bagi lingkungan, manusia dan
perekonomian lokal dimana
pertanian itu terletak atau secara
umum untuk meningkatkan kualitas
hidup.

Pertanian berkelanjutan yang
secara umum dilaksanakan dengan
penggunaan input eksternal yang
rendah atau bahkan sama sekali
tidak menggunakan input eksternal
dalam jangka panjang akan
memberikan keuntungan secara
ekonomi bagi para petani. Terbebas
dari ketergantungan terhadap input
pertanian eksternal yang umumnya
diproduksi oleh perusahaan
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pertanian atau agrokimiawi akan
sangat menekan biaya produksi dan
meningkatkan keuntungan.

Salah satu contoh dari bagaimana
pertanian berkelanjutan dapat
menekan biaya produksi dapat dilihat
pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan
(Pusdiklat) Pertanian Organik
Federasi Serikat Petani Indonesia
(FSPI) yang terletak di Dramaga,
Bogor, Jawa Barat. Lahan dengan luas
kurang lebih 1 hektar ini dikelola oleh
4 keluarga. Tanaman yang
dikembangkan disini adalah tanaman
hortikultura atau sayur-sayuran.
Dalam hal pupuk dan pestisida,
Pusdiklat Pertanian Organik ini telah
membuat sendiri pupuk yang mereka
gunakan yang terutama berasal dari
pupuk kandang dan tidak
menggunakan pestisida sama sekali.
Walaupun masih terdapat
pengeluaran untuk beberapa bahan
dasar pupuk, namun rata-rata
pengeluaran untuk bahan dasar ini
hanya sekitar Rp 300.000 per bulan.
Jumlah ini lebih dari dua kali lipat
lebih rendah dibandingkan rata-rata
pengeluaran untuk pupuk dan
pestisida bagi pertanian konvensional
yang menggunakan pupuk dan
pestisida kimiawi yaitu sekitar Rp
700.000 per bulan.

Pertanian berkelanjutan ini juga
merupakan suatu sistem pertanian
yang padat karya, membutuhkan
banyak banyak tenaga kerja. Hal
disebabkan karena secara tekhnis
banyak jenis pekerjaan yang harus
dilakukan. Seperti contohnya dalam
pembuatan pupuk organik seperti
kompos, mulai dari pengadaan bahan,
pencampuran, pengaturan selama

Tabel 2. Industri Benih Dunia

proses dekomposisi hingga menjadi
pupuk yang siap diaplikasikan pada
pertanian, bahkan yang berskala kecil
sekalipun membutuhkan banyak
tenaga kerja dan waktu yang tidak
sedikit. Ini saja baru pada satu
tahapan dalam proses pra-produksi.
Artinya jika benar-benar dilakukan
secara menyeluruh dari pra-produksi
hingga pasca-produksi pertanian
berkelanjutan dapat menyerap tenaga
kerja yang besar.

Penyerapan tenaga kerja yang
besar menunjukkan bagaimana
pertanian berkelanjutan dapat
menjadi tulang punggung
perekonomian pedesaan. Secara luas
hal ini juga dapat menjadi jalan
mengatasi peningkatan laju urbanisasi
yang sudah mencapai 40 persen di
negara-negara berkembang di
kawasan Asia. Lebih lanjut
kekompleksan pekerjaan yang perlu
dilakukan pada suatu sistem
pertanian berkelanjutan menuntut
adanya kerjasama yang baik dari
semua orang yang terlibat. Dalam
konteks masyarakat Indonesia hal ini
amat sesuai dengan semangat gotong
royong yang telah dikenal masyarakat
Indonesia selama ini. Minimnya
intervensi mekanis dalam proses
pertanian dapat mengembalikan
hubungan antar manusia dan antara
manusia dengan lingkungan sesuai
dengan kondisi wilayah dan tradisi
lokal.

Manajemen sistem pertanian ini
yang berprinsip pada menciptakan
pertanian yang berjalan selaras
dengan kondisi alam yang sebenarnya
dan bukan hasil rekayasa juga
berperan besar dalam pelestarian
tanaman dan
benih lokal.
Salah satu
faktor penting

Dupont ( Pionee) AS 1.938.000.000 dalam
2 [Pharmacia ( Monsanto) AS 1.600.000.000 pertanian
3 |Syngenta ( Novartis) Swiss pro forma 958.000.000 berkelanjutan
lah
4 |Groupe Limagrain ( Perancis) 622.000.000 ngkzlan jutan
5 |Groupe Pulsar ( Seminis) Meksiko 474.000.000 secara
i lingkungan,
6 [AdvantaAstraZenecaand Cosun ( Inggris dan Belada) 373.000.000 dalam
7 [Dow ( *Cargil North Amenika) AS 350.000.000 ( perkiraan) konteks ini
sistem budi
8 |KWSAG (Jerman) 332.000.000 daya
9 [Deta& PineLand (AS) 301.000.000 pertanian
10 |Aventis ( Perancis) 267.000.000 tidak boleh
menyimpang

Sumber: FSPI dan lainnya

dari sistem ekologis yang ada. Siste
pertanian haruslah memperhatikan
pula dampak jangka panjang bagi
generasi masa depan dalam seluruh
siklus kehidupan. Sehingga sistem
pertanian ini menekan penggunaan
bibit-bibit hasil rekayasa genetika atau
hibrida.

Demi Kedaulatan Pangan

Pertanian berkelanjutan kembali
berkembang pesat di seluruh dunia
sejak awal tahun 1990an, walaupun
sistem pertanian ini merupakan suatu
sistem pertanian yang telah dikenal
sejak ratusan tahun silam. Ini terjadi
dengan disadarinya kegagalan
Revolusi Hijau untuk menjawab
masalah pangan serta kondis
lingkungan yang semakin rusak.
Revolusi Hijau dan sistem pertanian
modern memang terbukti memiliki
produktivitas yang tinggi, terbukti
dengan meningkatnya produksi
pangan dunia hingga 70 sampai 90
persen dalam 50 tahun terakhir.
Namun di sisi lain jumlah penderita
kelaparan meningkat pesat,
meningkat 13 persen dalam sepuluh
tahun sejak 1996 hingga 2006.

Fakta di atas menunjukkan bahwa
letak permasalahan kelaparan di
dunia bukan terletak pada persediaan
pangan. Namun lebih pada tidak
adanya akses dari sebagian besar
penduduk dunia terhadap pangan.
Amartya Sen menjelaskan bahwa ada
4 cara seseorang bisa mendapatkan
akses terhadap pangan, lewat
perdagangan (trade-based
entitlement), dengan memproduksi
sendiri (production-based
entitlement), dengan bekerja (own-
labor entitlement), dan dengan cara
diwariskan atau diberikan
(inheritance and transfer entitlement).
Masih banyak penduduk di dunia
yang sama sekali tidak bisa
mendapatkan pangan lewat salah satu
cara sekalipun. Ketiga cara pertama
yang disebutkan di atas, memiliki
keterkaitan yang sangat erat dengan
sistem pertanian berkelanjutan dan
usaha mencapai kedaulatan pangan.

Pertanian berkelanjutan hanyalah
satu strategi dalam usaha mencapai
kedaulatan pangan. Agar dapat
terwujud kedaulatan pangan perlu
suatu rangkaian berkesinambungan
dari produksi, distribusi, dan
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konsumsi pangan yang berdaulat.
Lewat sistem pertanian
berkelanjutan yang menekan
penggunaan input eksternal
seminimum mungkin, petani dapat
menghentikan ketergantungan
kepada perusahaan-perusahaan
agrokimiawi dan agribisnis yang
memproduksi benih hingga racun
yang selama ini digunakan petani.
Saat ini 75 persen pasar produk
pertanian dikuasai oleh hanya 5
perusahaan. Tabel berikut
menunjukkan penguasaan industri
pertanian terhadap sistem
perdagangan input pertanian dunia.

Sistem pertanian berkelanjutan
dapat berjalan baik jika telah
tercapai keadilan agraria bagi para
petani dan masyarakat pedesaan
secara luas. Hal ini berarti pertanian
berkelanjutan terkait erat dengan
dilaksanakannya reforma agraria.
Situasi ini penting diperhatikan
karena pertanian berkelanjutan
dapat berkembang dengan baik jika
petani telah memiliki akses terhadap
sumber-sumber agraria.

Pemerintah harus menegakkan
hak rakyat untuk kedaulatan dan
ketahanan pangan, dan mengadopsi
kebijakan yang mempromosikan
produksi pangan yang
berkelanjutan, berbasiskan pertanian
keluargadibandingkan dengan
agroindustri, pertanian dengan
input tinggi dan produksi yang
berorientasi ekspor. Kedaulatan
pangan menyangkut faktor-faktor
mulai dari penguasaan, kepemilikan
dan pengelohan alat produksi,
proses produksi hingga distribusi
dengan hal-hal yang menentukan
sebagai berikut:

A. Kebijakan Pasar

1. Menjamin harga-harga yang
adil dan layak bagi seluruh petani

2. Menjalankan hak-hak
negara untuk melindungi pasar
dalam negeri dari serangan harga
import murah

3. Mengatur produksi untuk
kebutuhan pasar dalam negeri
untuk mengatasi surplus

4.  Menghentikan subsidi bagi
usaha pertanian yang tidak
berkelanjutan, dan ketidakadilan
bagi penyewa dan buruh tani, dan
mendukung usahausaha yang
mendukung dilaksanakannya
pembaruan agraria, dan pertanian

berkelanjutan

5.  Menghentikan
dukungandukungan pada usaha
pertanian yang secara langsung atau
tidak langsung untuk keperluan
ekspor

B. Jaminan Pangan, Kualitas dan
Lingkungan Hidup

1. Mengontrol penyebaran
hama, dan penyakit serta dalam
waktu yang bersamaan menjamin
pangan untuk rakyat

2. Meniadakan penggunaan
teknologi yang berbahaya seperti
penyinaran pangan (food
irradiation) yang merendahkan
kualitas pangan dan membuat racun
terkandung dalam pangan

3. Menjamin kualitas pangan
yang diinginkan oleh rakyat

4. Menciptakan mekanisme di
tingkat nasional untuk menjamin
kualitas lingkungan hidup, sosial
dan kesehatan

5. Memastikan bahwa fungsi
inspeksi pangan dilakukan oleh
lembaga pemerintah atau lembaga
independen yang tepat, dan tidak
dilakukan oleh korporat atau
kontraktor

C. Penguasaan, Pemilikan dan
Pengelolaan terhadap sumber-
sumber Agraria

1. Mengakui hak yang berbeda

di setiap adat masyarakat setempat,
dan hak untuk memutuskan
terhadap kepemilik-an sumber
agraria dan kekayaan alam yang
terkandung di dalam-nya, bahkan
jika tidak ada hak legal yang
mengatur sebelumnya

2. Meningkatkan keadilan
terhadap penguasaan, pemilikan
dan pengelolaan sumber agraria-
seperti tanah, air, benih dan alat
alat produksi lainnya

3. Melindungi petani terhadap
keanekaragaman dan kekayaan
hayati yang mereka miliki dan
kebebasan petani untuk melakukan
tradisi saling tukar menukar
benihbenih

4. Melarang pematenan
makhluk hidup dan rezim
pematenan kekayaan intelektual

D. Produksi dan Konsumsi

Membangun ekonomi pangan
lokal yang berdasarkan pada proses
produksi dan pemasaran pangan di
tingkat lokal.

E. Tentang Transgenik (GMOs)

1.  Menolak semua produksi
dan perdagangan benih transgenik,
pangan, pakan hewan dan produk
yang bersangkutan

2. Mendorong dan
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mempromosikan sistem pertanian
alternatif dan pertanian
organikberdasarkan kearifan lokal
dan praktek pertanian berkelanjutan
3. Terus berusaha menunjukkan
kebobrokan dan melawan metode
yang dilakukan korporasi agribisnis
secara langsung maupun tidak,
seperti praktek yang dilakukan
Monsanto, Syngenta, Aventis/Bayer
dan DuPontyang membawa varietas
tanaman transgenik (GMO) ke dalam
sistem pertanian dan lingkungan.

F. Transparansi Informasi dan
Akuntabilitas Korporat

1. Membuat aturan yang jelas
dan akurat tentang label pangan dan
pakan yang berdasarkan hak
konsumen dan petani untuk meng-
akses informasi terhadap isi dan asal
pangan tersebut

2. Membuat aturan yang

= It

mengikat agar seluruh perusahaan
bisa dipastikan transparansi, akun-
tabilitas dan penghormatan terhadap
hak asasi manusia dan standar
lingkungan yang baik

3. Menghasilkan hukum anti-
trust (penggabungan perusahaan-
perusahaan) untuk menghindari
perkembangan monopoli industri di
sektor pangan dan pertanian

4. Menjaga anggota korporat
dan pemimpinnya agar tetap
terjangkau dalam hukum jika mereka
melanggar hukum sosial dan
lingkungan, dan juga hukum nasional
serta perjanjian internasional

Jika kita cermati point-point di atas
nampak jelas bagaimana pertanian
berkelanjutan menjadi salah satu
tulang punggung dalam mewujudkan
kedaulatan pangan. Walaupun
memang disadari dengan sadar
bahwa menuju ke arah pertanian
berkelanjutan bukanlah hal yang

{2

F 5y :
Sekjen'FSPI, Henry Saragih bersama pet'e%ni orgaHiJAnggota SPSB

mudah untuk dilakukan.
Ketergantungan yang sudah
mendarah daging pada pupuk dan
pestisida kimiawi, serta ketertarikan
pada janji keuntungan ekonomi yang
lebih baik dari tanaman ekspor (cash
crops) memang bukan hal yang
mudah untuk diubah. Untuk itu
memang perlu dilakukan pendidikan
terus-menerus untuk membangun
kesadaran masyarakat mengenai
kedaulatan pangan lewat membangun
pertanian berkelanjutan.

Peran Organisasi Tani

Menuju pertanian berkelanjutan
bukanlah hal yang mudah. Selain
dibutuhkan banyak orang untuk
melaksanakannya, pertanian
berkelanjutan juga terkait dengan
membangun suatu sistem ekonomi
pedesaan yang sinergis antara
produksi, distribusi dan konsumsi.
Untuk itu dibutuhkan adanya suatu
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organisasi tani yang kuat sebagai
landasan pembangunan pertanian
berkelanjutan di wilayah pedesaan.
Tanpa organisasi tani yang kuat sulit
untuk membangun sistem pertanian
yang berkelanjutan secara ekonomi,
sosial dan lingkungan.

Organisasi tani yang kuat me-
miliki peranan penting untuk mem-
bantu petani kecil untuk men-
dapatkan akses terhadap sumber -
sumber agraria, seperti lahan, benih
dan air. Penguasaan terhadap
sumber-sumber agraria merupakan
jaminan agar petani mau dan dapat
sungguh-sungguh menjalankan
pertanian berkelanjutan. Menurut
laporan Via Campesina dan
International Federation of
Agricultural Producers (IFAP)
pengelolaan yang berkelanjutan dari
sumber daya hayati dan sektor
pertanian hanya akan dapat berjalan
dengan baik jika ada keberlanjutan
ekonomi yang dilandasi dengan
adanya jaminan terhadap
penguasaan dan pengelolaan lahan.

Jaminan akan akses terhadap
sumber-sumber agraria merupakan
insentif yang paling utama bagi
keluarga tani untuk melaksanakan
pertanian berkelanjutan. Tanpa
adanya jaminan yang pasti terhadap
penguasaan sumber-sumber agraria,
umumnya terdapat keengganan dari
para petani kecil untuk beralih ke
sistem pertanian yang lebih
berkelanjutan. Hal ini disebabkan
karena dalam tahapan awal
peralihan ke pertanian berkelanjutan
umumnya terjadi penurunan hasil
produksi pertanian, hingga saat
kondisi kesuburan alami lahan sudah
dapat dipulihkan kembali, walaupun
memang terdapat juga kasus-kasus
tertentu dimana hasil produksi
pertanian dapat meningkat.

Peran organisasi tani dalam
menjamin terlaksananya pertanian
berkelanjutan terkait dengan
perannya dalam mengumpulkan
masyarakat dan membangun dialog
antar para petani dan antara petani
dengan pihak-pihak lain yang terkait
dengan dalam rantai produksi,
distribusi dan konsumsi hasil
pertanian. Organisasi tani yang baik
dapat membantu para petani yang
baru mulai membangun pertanian
berkelanjutan mendapatkan jaminan
secara ekonomi dengan membangun

koperasi tani yang baik.

Koperasi tani atau lebih tepatnya
model koperasi produksi merupakan
suatu kebutuhan yang bisa dikatakan
mendasar dalam membangun sistem
ekonomi pedesaan yang mandiri dan
berkelanjutan. Pengertian koperasi
produksi sendiri ialah koperasi yang
mempunyai unit produksi sendiri,
yang fungsi utamanya adalah
bagaimana dapat menghasilkan
barang atau jasa seefisien mungkin
sehingga kegiatan produksi tersebut
dapat menguntungkan koperasi,
anggota koperasi dan masyarakat
umum. Dalam sektor pertanian
koperasi produksi dapat terbentuk
dari para petani yang
mengumpulkan hasil produksi
pertaniannya untuk kemudian dijual
melalui koperasi tersebut, bisa dalam
bentuk produk mentah hasil
pertanian ataupun yang sudah
diolah. Lewat koperasi, dan
pemasaran secara bersama-sama
para petani dapat meningkatkan
posisi tawarnya. Penjualan hasil
produksi pertanian dari para petani
melalui koperasi dapat membantu
petani terlepas pula dari ikatan
dengan tengkulak.

Makna dari pertanian
berkelanjutan seperti yang telah

diungkapkan di atas tidak bisa
berhenti pada proses produksinya
saja yang berkelanjutan, yang
umumnya dikaitkan dengan konteks
pertanian organik. Sistem koperasi
dapat menjadi sebuah “pengikat”
bagi para petani untuk dapat
memperbaiki sistem sosial ekonomi
mereka. Bagi sektor pertanian
koperasi dapat menjadi alat bagi
para petani untuk keluar dari sistem
ekonomi pasar, dimana harga hasil
produksi pertanian mereka amat
sangat tergantung dari para
pedagang dan tengkulak.
Perekonomian pasar inilah yang
kerap membuat sektor pertanian,
khususnya yang berbasis pertanian
keluarga atau pertanian kecil tidak
dapat berjalan secara berkelanjutan.
Penentuan harga yang seringkali
terlalu rendah oleh para tengkulak
atau pedagang, seringkali tidak
dapat menutupi biaya produksi,
menyebabkan para petani kerap
terbelit hutang. Lewat koperasi dan
organisasi tani yang kuat para petani
tidak akan sekedar menjadi penerima
harga (price taker) namun dapat
menjadi salah satu penentu harga
(price giver).

Susan Lusiana
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Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur secara geografis di dominasi
oleh hamparan lahan rawa-rawa
dengan vegetasi hutan kayu yang
berukuran besar, potret wilayah ini
menggambarkan bagaimana
kerasnya alam Sumatera. Namun
demikian, bagi Harjonarno bukan
sebuah kendala untuk bertempat
tinggal dan mempertahankan hidup
disitu. Di usia senjanya masih
nampak keberanian dan
semangatnya dalam memimpin
kelompok tani menuju masyarakat
tani yang makmur dan sejahtera.
Kata yang selalu diucapkannya
dalam setiap pertemuan adalah
Tekun, Tabah dan Temen (= serius).
Ketiga kata inilah yang menjadi
kunci keberhasilan para petani di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Tanjabtim), Jambi untuk
memperoleh lahan dan penghidupan
yang layak bagi mereka.

Sebagai kelompok transmigran
yang umumnya berasal dari Pulau
Jawa, para petani di Tanjabtim telah
merasakan sulitnya memulai hidup
di wilayah yang pada mulanya sama
sekali asing bagi mereka. Memang
ketika mereka tiba di kawasan ini
pada tahun 1982, lebih dari dua
dekade lalu mereka dijanjikan
kehidupan yang lebih baik oleh
pemerintah. Mereka diberikan tanah
seluas 3 hektar untuk rumah dan
lahan pertanian. Namun kenyataan
pahit menantang mereka di tempat
yang baru ini, karena program
lanjutan setelah pembagian tanah
transmigran yang tak jelas seperti
program penataan produksi dan
teknologi pertanian serta distribusi
hasil/pasar.

Lokasi tempat tinggal yang
terletak di area rawa, kerap
terendam banjir hingga berbulan-
bulan ketika air pasang. Lahan yang
masih berupa hutan, menuntut kerja
keras yang tidak sedikit untuk
menyiapkan lahan pertanian mereka.
Belum lagi tidak adanya sarana dan
infrastruktur yang memadai
membuat mereka seringkali terpaksa
harus menghabiskan waktu 3 hari 3
malam untuk mencapai kota

=

=
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terdekat.

Banjir berkepanjangan yang
merendam lokasi tempat tinggal
mereka memaksa masyarakat di
kawasan ini untuk meninggalkan
tempat tinggal mereka dan
memutuskan untuk membangun
pemukiman baru di tengah areal
perladangan. Akibat keputusan untuk
pindah ini, beberapa orang yang
dianggap otak dibalik proses
perpindahan ini kerap mendapat
ancaman dan teguran baik dari pihak
aparat desa maupun pihak-pihak lain
karena dianggap memindahkan desa
tanpa ijin resmi, dengan membuat
pemukiman baru.

Pada tahun 2002, tepatnya bulan
Februari masyarakat yang membuka
lahan dan tinggal di Desa Suka Maju,
Tanjabtim dihadapkan pada situasi
yang menunjukkan betapa kebijakan
pertanahan di negeri ini masih sangat
tidak berpihak kepada masyarakat
kecil dan para petani. Tanah mereka
diklaim oleh PT Kasuari Unggul,
sebuah perusahaan yang bergerak di
perkebunan kelapa sawit, sebagai
bagian dari lahan HGU milik
perusahaan tersebut.

Masyarakat yang hidup dan
bekerja di lahan seluas 400 hektar ini
tidak tinggal diam menghadapi
kesewenangan yang terjadi. Mereka
yang tadinya tergabung dalam
berbagai kelompok tani akhirnya
memutuskan untuk bersatu
menghadapi situasi ini. Berbagai
kelompok tani ini yaitu OTL Sinar
Harapan Maju, Karya Mukti, Suka
Maju, Petani Mandiri, dan Mukti Tani
dan Bunga Raya.

Keputusan mereka untuk
bergabung ini akibat suatu kesadaran
bersama bahwa sulit bagi mereka
untuk bisa memenangkan sengketa ini
jika berjalan sendiri-sendiri. Proses
konsolidasi dilakukan dengan amat
berhati-hati. Berbagai pertemuan
diadakan di tengah hutan pada malam
hari untuk menghindari tekanan baik
dari pihak perkebunan maupun dari
aparat desa.

Keputusan para petani di Desa
Suka Maju untuk membangun
kekuatan bersama terbukti tidak sia-

Kunci Sukses Reklaiming
| ahan Pertanian Pertajam

sia. Dalam suatu pertemuan yang
cukup panjang antara para petani
dengan pimpinan pihak perkebunan
yang didampingi pihak kepolisian di
balai desa para petani berhasil
mendesakkan keinginan mereka.
Disertai dengan paksaan dan
ancaman para petani berhasil
memaksa pimpinan perkebunan
untuk menandatangani surat
kesepakatan.

Dalam surat kesepepakatan
tersebut dikatakan bahwa para petani
tetap tinggal di lahan mereka, serta
kedua belah pihak, para petani dan
perkebunan, tidak boleh memperluas
areal dari yang sudah ditetapkan
sekarang.

Umumnya masyarakat di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
bertransmigran dari Pulau Jawa
dengan alasan untuk memperbaiki
kondisi ekonomi mereka dan agar
dapat hidup mandiri, tidak
tergantung pada siapa pun. Motivasi
tersebut yang melatar belakangi
keinginan mereka untuk bertani dan
mempertahankan lahan mereka, hal
ini diungkapkan oleh sejumlah tokoh
kunci perlawanan seperti Pak Suraji,
Pak Harjo Narno dan Pak Purnomo.
Mereka inilah yang saat ini menjadi
ketua sejumlah kelompok tani yang
kini terdapat di lahan reklaiming
tersebut.

Semangat kebersamaan dalam
perjuangan dalam mempertahankan
lahan tetap dipertahankan hingga
kini. Secara bersama-sama mereka
mengumpulkan modal untuk
membangun jalan dan bergotong
royong membangun rumah. Kini
lahan perkebunan mereka yang
umumnya ditanami tanaman keras
seperti kelapa sawit, karet atau coklat
sudah mulai menunjukkan hasil.
Dengan berbekal 3T, tekun, tabah,
dan teman yang dibangun dalam
organisasi tani yang kuat
menunjukkan bahwa sektor
pertanian sungguh-sungguh dapat
menjadi tulang punggung
perekonomian keluarga dan
pedesaan.

Elisha Kartini & Syahroni



Pembaruan Tani - September 2007

Badan Urusan Logistik (BULOG)
telah berulang kali mengalami
perombakan dalam sistem kerja.
Perubahan-perubahan terus berlanjut
dianggap sebagai langkah untuk
menemukan bentuk yang paling
tepat untuk menjamin ketersediaan
pangan pokok bagi masyarakat
Indonesia, disamping menjamin
tercapainya keseimbangan harga
antara produsen atau petani padi,
dengan konsumen.

Awal bulan September 2007 ini
kembali terjadi perubahan dalam
tubuh BULOG, yang diatur lewat SK
Menteri Koordinator Perekonomian
pada tanggal 31 Agustus 2007. Lewat
surat keputusan tersebut pemerintah
memberikan kuasa penuh, tidak
perlu lagi menunggu persetujuan
pemerintah, bagi BULOG untuk
mengambil langkah-langkah yang
dianggap perlu untuk mengamankan
persediaan beras dalam negeri.
Kewenangan baru yang diberikan
kepada BULOG meliputi monopoli
impor, stabilisasi harga regional
tanpa perlu menunggu perintah,
membeli beras di luar harga
pembelian pemerintah (HPP), dan
menjaga persediaan minimum beras
nasional.

Di satu sisi langkah ini bisa
dilihat sebagai langkah positif,
dimana kewenangan monopoli
impor beras dikembalikan kepada
BULOG sebagai lembaga negara. Hal
ini penting agar sistem perdagangan,
khususnya dalam konteks ekspor

Bulog harus kemballi
jadl badan pub
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impor bahan pangan pokok tidak
dikendalikan oleh pihak swasta.
Secara keseluruhan keputusan yang
baru ini nampaknya dikeluarkan
dalam usaha mengembalikan Public
Service Obligation (PSO) dari
BULOG.

Untuk itu bagi Federasi Serikat
Petani Indonesia (FSPI) ada beberapa
hal yang perlu dicermati dalam
keputusan ini.

Pertama, PP Rl N0.7/2003 yang
mengatur perubahan BULOG dari
Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND) menjadi
Perusahaan Umum (Perum) belum
dicabut.

Kedua, perubahan peran yang
menyebabkan BULOG menjadi suatu
lembaga pencari untung
menyebabkan BULOG sulit untuk
menjalankan peran PSO-nya. Ketika
harga jual petani lebih tinggi dari
harga beras impor BULOG tentu
akan memilih untuk membeli beras
impor, ditambah dengan
kebebasannya saat ini untuk tidak
perlu berkonsultasi dengan
pemerintah terlebih dahulu untuk
mengimpor beras. Selama ini
membeli dengan harga HPP saja,
yang bagi para petani seringkali
tidak dapat menutupi biaya
produksi, BULOG kerap enggan dan
memilih untuk membeli beras impor
yang lebih murah. Masih menjadi
keraguan apakah BULOG bersedia
membeli beras domestik dengan
harga yang lebih tinggi dari HPP.

Masalah yang dirasa selama ini
yaitu kelambatan respon dari
pemerintah yang menghambat peran
BULOG untuk memenuhi kebutuhan
dan stok beras dalam negeri lebih
tepat dikatakan terletak pada "rantai
komandonya." Kesalahan ini karena
BULOG dalam memenuhi kebutuhan
beras dalam negeri senantiasa
berkonsultasi dengan pihak
Kementerian Koordinator
Perekonomian dan bukannya
langsung dengan Kementerian
Pertanian yang lebih mengetahui
mengenai produksi beras dalam
negeri, waktu panen dan hal-hal lain
yang terkait dengan pertanian padi.
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Hal ini menyebabkan BULOG
seringkali salah prediksi mengenai
jumlah produksi gabah petani,
ataupun waktu panen raya sehingga
kerap salah langkah dan justru
menghancurkan pertanian padi
dalam negeri.

Point penting lainnya yaitu
ketiadaan lumbung beras daerah
yang baik yang dapat menyimpan
dan mempertahankan kualitas beras
pada masa jeda dari satu masa panen
ke masa panen berikutnya. Jika kita
coba menghitung, dengan
menggunakan data produksi beras
dalam negeri tahun 2006 yaitu
sebesar 32.789.156 ton sementara
rata-rata kebutuhan konsumsi beras
nasional sebesar 31, 2 juta ton (BPS,
2007), berarti masih ada lebih dari
cukup untuk memenuhi stok
nasional sebesar minimal satu juta
ton. Namun hingga kini belum ada
penyimpanan beras yang feasible
untuk mengelola produksi beras
yang amat besar tersebut.

Untuk itu bagi Federasi Serikat
Petani Indonesia (FSPI), kebijakan
Menko Perekonomian mengenai
BULOG ini haruslah lebih maju lagi
untuk memangkas peran ganda
BULOG, yaitu sebagai lembaga
pencari laba disaat yang sama
menjalankan peran PSO-nya. Karena
dengan logika dan hitungan apapun
peran ganda ini dipastikan BULOG
akan mengedepankan peran pencari
labanya. Artinya BULOG haruslah
menjadi lembaga penyangga pangan
yang memiliki kewenangan dan
fungsi yang menjalan sepenuhnya
untuk pelayanan umum.

Kemudian barulah,
dikembangkannya lumbung-
lumbung beras daerah, dikelola oleh
BULOG bersama Dinas Pertanian
Daerah, yang dapat menyerap
produksi beras di daerahnya masing-
masing untuk kemudian
didistribusikan juga per daerah.
Daerah yang surplus dapat
membantu daerah yang kekurangan
setelah kebutuhan wilayahnya
terpenuhi terlebih dahulu.

Achmad Ya’kub
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Konflik agraria dan kejahatan lingkungan
diadukan ke Komnas HAM

Sejumlah organisasi massa dan Newmont, kasus PLTN Muria dan rakyat. Lebih dari itu, Komnas
LSM mengadukan kasus konflik Madura, kasus petani Ogan HAM juga harus lebih progresif
agraria dan kejahatan lingkungan Komering Ilir dan kasus petani dalam menyelesaikan kasus-kasus
kepada komisioner Komnas HAM Lengkong di Sukabumi. pelanggaran HAM dalam konflik-
yang baru, Senin (3/9). Organisasi Menurut Erwin dari Walhi, konflik agraria. "Jangan hanya
yang hadir pada kesempatan itu agenda penyelidikan kasus-kasus berupa rekomendasi saja, tanpa
antara lain, Walhi, FSPI, Kontras, dalam konflik agraria dan jelas upaya penyelesaiannya
Front PEPERA Papua Barat, KPA, kejahatan lingkungan hidup ini seperti apa,” ujar Ya'kub.
dan Kelompok Tani Kemenyan. menjadi agenda sangat penting dan Sebagian besar kasus-kasus
Pada kesempatan itu, seharusnya menjadi skala prioritas yang dilaporkan merupakan
dilaporkan mengenai kasus-kasus kerja Komnas HAM periode 2007- kasus-kasus lama yang
lama yang tidak terselesaikan oleh  2012. Sebab, jika Komnas sebenarnya sudah ditangani
pengurus Komnas Ham periode HAMgagal, maka Komnas HAM Komnas. Namun, belum ada
sebelumnya. Beberapa termasuk lembaga negara yang penyelesaiannya sampai saat ini.
diantaranya adalah kasus petani turut terlibat dalam agenda Oleh karena itu, dalam audensi ini
Bulu Kumba vs PT London konspiratif untuk melanggengkan organisasi massa dan LSM
Sumatera, kasus petani Tanak impunitas di Indonesia, dan mendesak agar dibentuk Tim
Awu vs PT Angkasa Pura I, kasus menutup jalan keadilan yang Adhoc penyelidikan untuk konflik
petani Kontu Muna, Kasus warga bermartabat bagi rakyat korban, agraria dan kejahatan lingkungan
Rumpin vs TNI AU, kausu petani khususnya kaum tani dan hidup guna menuntaskan
Alas Tlogo vs TNI AL, kasus masyarakat adat. penyelidikan kasus-kasus tersebut
petani penembakan Runtu Sementara itu, Achmad Ya'kub dengan lebih serius lagi.
Kalimantan Tengah, kasus PT dari FSPI menegaskan bahwa
Freeport di Kabupaten Mimika, Komnas HAM harus bisa Cecep Risnandar
kasus Lumpur Lapindo, kasus mengusut tuntas kasus-kasus

pencemaran Teuk Buyat oleh PT

Rt ﬁ .
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Kebijakan Energi yang keliru

Siapa yang tak tergiur terlibat dalam
bisnis perkebunan dinegara-negara
seperti Indonesia, Brasil, Argentina,
ataupun negara-negara dikawasan
asia dan amerika latin lainnya. Sebut
saja misalnya pemodal nasional,
keluarga besar perusahaan H.M
Sampoerna setelah menjual
sahamnya kepada perusahaan rokok
milik asing phillip moris serta merta
dimedia nasional diberitakan bahwa
mereka akan membuka jutaan hektar
lahan untuk perkebunan tebu. Atau
rencana investasi modal dari Swiss
akan membuka perkebunan tanaman
Jarak di Nusa Tenggara Timur
dengan nilai investasi 1 trilliun
rupiah, bukan angka yang main-
main.

Di Brasil perusahaan semacam
Cargill membeli pabrik gula
perkebunan tebu di Cevasa di
wilayah Ribeir&o Preto, Sdo Paulo.
Memang menurut catatan sejarah
perkebunan merupakan warisan
sistem kolonial untuk memenuhi
kebutuhan bahan mentah negara-
negara industri kaya seperti di
dataran Amerika Serikat, Jepang,
maupun Eropa.

Minat perusahaan-perusahaan
besar terhadap perkebunan sawit,
tebu, jarak, jagung dan kedelai
memang tidak segencar beberapa
puluh tahun yang lalu. Begitu
tingginya ekspansi modal pada
sektor perkebunan tersebut
mengikuti trend global. Hal ini
semakin kukuh setelah Presiden
Amerika George Bush seperti yang
diberitakan Herald Tribune (1/06/07)
menyatakan kebijakan baru Amerika
adalah menerima target
pengurangan gas emisi dunia. Walau
pada tahun 2000 menolak secara
tegas apa yang diatur di protokol
Kyoto mengenai pemanasan global.
Yang kita ketahui isu perubahan
iklim, pemanasan global begitu dekat
dengan isu lingkungan mulai
merambah ke ranah politik global
dan mempengaruhi langsung ke
ruang politik nasional. Terlebih soal

energi yang berasal dari
pertambangan seperti minyak, gas dan
batu bara yang kian berkurang dan
mempengaruhi langsung terhadap
perubahan iklim.

Di Indonesia, Presiden kemudian
mengeluarkan Perpres No. 5/2006
tentang Kebijakan Energi Nasional.
Pada pasal 1 ayat 3 mulai
dimenggulirkan penggunaan nuklir
dan ayat 4 mengenalkan istilah
biofuel. Amerika Serikat juga
menargetkan penggunaan agrofuel
sebanyak 35 milyar galon per
tahunnya. Padahal jelas lahan
pertanian mereka tidak cukup untuk
memenubhi target tersebut (Holt-
Gimenez, 2007), Gayung bersambut
maka berlomba-lomba setiap daerah
menyatakan siap menyediakan lahan
hingga jutaan hektar, bukan main.
Padahal kita tahu bahwa lahan-lahan
pertanian di Indonesia sudah disesaki
oleh 25,4 juta petani kecil alias gurem.
Serta merta masih banyak lahan-lahan
tersedia. Kalau kita telusuri lagi
dengan isu perubahan iklim dan
agrofuel siapa yang didiuntungkan?

Siapa lagi kalau bukan
perusahaan-perusahaan besar. Sebut
saja unilever, pepsi, quaker, dan
monsanto. Mereka adalah pemain di
bidang pengolahan hasil minyak
kelapa sawit, sedangkan Monsanto
bermain paten di benih kedelai.

Di Indonesia Data yang ada
menunjukkan bahwa dari total luas
lahan sawit yang ditanami sebesar 5,5
juta hektar sebanyak 4 juta hektar (67
persen) dikuasai oleh perusahaan
swasta sementara sisanya dikelola
oleh perkebunan kecil. Dalam usaha
perkebunan sawit ini terdapat
sembilan perusahaan yang dapat
dikatakan sebagai pemain utama yaitu
PT Salim Plantation, Pt Golden Agri
Resources, Texmaco Group, PT Asian
Agri, PT Astra Agro Lestari Tbk,
hashim Group, Surya Dumai Group,
PT PP London Sumateran Indonesia
Tbk, Duta Palma Group dan PT Bakrie
Sumatera Plantation. Kesembilan
perusahaan raksasa ini memegang

kontrol terhadap 2.920.102 hektar
lahan sawit dengan proporsi
terbesarnya dikuasai oleh PT Salim
Plantation dengan total lahan
1.155.745 hektar (Hernanda dan
Sihombing, 2007). Tiap tahunnya
luasan perkebunan sawit selalu
meningkat, sedangkan luasan lahan
pertanian pangan makin menyempit.

Program Pembaruan Agraria
Nasional (PPAN) yang digulirkan
sejak tahun lalu masih menjadi
macan kertas apalagi program
revitalisasi pertanian, perikanan dan
kehutanan.

Keberpihakan program-program
pemerintah semakin jelas lebih besar
kepada perusahaan besar saja.
Indikatornya sederhana saja, progra
agrufuel yang digulirkan pemerintah
Amerika begitu cepat direspon,
lahan-lahan disediakan dengan
mudah bahkan dengan Hak Guna
Usaha (HGU) hingga 95 tahun, dan
kemudahan-kemudahan perizinan.
Bahkan departemen pertanian
mencarikan lahan bagi PT. Medco
yang siap menanami padi dengan
sistem SRI (menanam padi dengan
sistem intensifikasi), tidak tanggung
Medco siap mendanai untuk lahan
seluas 10.000 ha.

Apa yang didapat oleh petani
dan rakyat miskin? Tak lain adalah
melonjaknya harga minyak goreng,
harga beras yang naik turun, harga
gula, susu dan terigu. Khsusus
minyak goreng bahan mentah
berupa minyak sawit lebih
menguntungkan dijual ke pasar
internasional dari pada memenuhi
kebutuhan nasional.

Inilah yang oleh Sritua Arif
katakan bahwa kita ini dalam situasi
ekonomi politik terjajah, cirinya (i)
sebagai penyedia bahan baku bagi
negara kaya,(ii) sebagai pasar hasil
produksi negara-negara kaya,(iii)
sebagai tempat berputarnya uang
surplus dari perusahaan-perusahaan
asing, yang di Indonesia kita sebut
sebagai investasi.

Achmad Ya’kub
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MEGA PROYEK AGROFUEL

Derita dan perjuanga

Kolombia, negeri yang terletak di
Benua Amerika ini merupakan negara
yang menduduki peringkat ke-5
sebagai pengekspor minyak sawit
mentah dunia. Prestasi ini dicapai
dalam waktu yang sangat singkat.
Sekitar satu dasawarsa yang lalu,
kelapa sawit bisa dibilang tanaman
yang amat langka dijumpai di negara
ini. Kolombia beberapa dasawarsa
yang lalu hanya terkenal sebagai
negara penghasil kokain terbesar di
dunia dengan mafia-mafia obat
biusnya. Selama bertahun-tahun
konflik bersenjata terus terjadi di
Kolombia antara pihak militer, mafia
obat bius dan kelompok gerilya yang
menginginkan perubahan dalam peta
politik Kolombia.

Hingga kemudian di tahun 1997
pemerintah merasa perlu adanya
suatu strategi baru untuk mengatasi
konflik tanpa henti di negara ini. Pada
masa itu di kawasan Amerika Latin
juga sedang berkembang trend
mengembangkan tanaman bagi
keperluan bahan bakar alternatif.
Pemerintah Kolombia melihat ini
sebagai suatu peluang yang baik dan
jalan keluar dari konflik. Dengan
alasan untuk mengamankan
demokrasi dan menghapuskan
perkebunan koka yang merajalela di
berbagai wilayah pemerintah
memerintahkan pihak militer untuk
membentuk pasukan khusus dalam
operasi yang disebut Operasi Genesis.
Operasi Genesis adalah suatu operasi
militer khusus yang bertugas untuk
membersihkan ladang-ladang koka
dan membuka hutan yang menjadi
tempat perlindungan kelompok
gerilya. Ladang koka dan hutan
tersebut nantinya akan digantikan
dengan kelapa sawit yang menurut
istilah pemerintah Kolombia
merupakan "tanaman legal yang
dapat memberikan keuntungan
ekonomi bagi negara.”

Namun pada kenyataannya Mega
Proyek untuk pengembangan
perkebunan kelapa sawit di Kolombia
telah menjadi penyebab penderitaan
berkepanjangan yang dihadapi para
petani dan kelompok masyarakat adat
hingga hari ini. Operasi Genesis yang

dilakukan kelompok militer ternyata
menghancurkan ratusan ribu hektar
lahan para petani, ribuan desa di
kawasan pegunungan dan pedesaan
Kolombia diratakan dan jutaan petani
dan masyarakat hutan dibantai dan
dipaksa pergi dari tanah mereka.
Kawasan pertanian dan hutan yang
subur serta kaya dengan berbagai
sumber daya hayati direbut secara
paksa dari tangan para penduduk.

Dari pernyataan para pengusaha
perkebunan sawit yang tergabung
dalam Asosisasi Perkebunan Sawit
Nasional (FEDEPALMA) terlihat
betapa cepat perkembangan
perkebunan kelapa sawit di
Kolombia. Pada tahun 2001 tercatat
bahwa luas perkebunan sawit yang
tercatat dalam keanggotaan
FEDEPALMA sebesar 150.000 hektar
dan pada tahun 2007 ini sudah lebih
dari 300.000 hektar. Dan nampaknya
ekspansi perkebunan ini akan terus
berlanjut. Hal ini terlihat jelas dari
target yang ditetapkan oleh
FEDEPALMA dalam penggunaan
minyak sawit sebagai biodiesel. Pada
tahun 2007 sebanyak 38,2 persen
minyak sawit mentah diekspor
sebagai bahan baku biodiesel, dan
ditargetkan bahwa pada tahun 2010
jumlah ini akan meningkat menjadi
479,2 persen.

Di Kolombia terdapat 3 kawasan
pengembangan sawit yang paling
penting yaitu di regionTumaco,
Magdalena Medio dan Vistahermosa
namun perkebunan sawit ini juga
tersebar di berbagai wilayah lainnya.
Salah satu contoh kawasan yang
terkena dampak cukup parah dari
perluasan perkebunan sawit ini
adalah wilayah sepanjang Sungai
Curvaradé dan Jiguamiand6 yang
terletak di region Chocd. Pada awal
tahun 1990an, daerah ini merupakan
daerah hutan tropis dengan beberapa
desa dan pertanian kecil yang tersebar
di dalamnya. Namun kemudian
sejalan dengan Operasi Genesis,
wilayah ini terkena dampaknya.
Puluhan ribu orang dipaksa pergi dari
desanya jika tidak ingin dibunuh
secara brutal, desa-desa dan ladang-
ladang pertanian lenyap dibakar dan

diratakan untuk kemudian dibangun
perkebunan kelapa sawit di atasnya.

Wilayah yang terbentang di
antara dua sungai ini terdiri dari 13
komunitas (desa) di sepanjang tepian
Sungai Jiguamiandé dan 9 komunitas
di sepanjang Sungai Curvarado.
Komunitas-komunitas atau desa ini
hampir sebagian besar penduduknya
adalah petani kecil ataupun suku-
suku Indian yang menggantungkan
hidupnya dari hasil hutan selama
puluhan bahkan ratusan tahun.
Sebagai contoh salah satu desa di
tepian Jiguamiandé yaitu Andalucia
berdiri tahun 1960. Ketenangan hidup
mereka terampas secara paksa ketika
pada Desember 1997 kelompok
militer bekerja sama dengan
paramiliter datang dan memporak
porandakan seluruh desa di antara
kedua sungai tersebut. Lebih kurang
10.000 orang penduduk kawasan
tersebut tercerai berai dan ratusan
lainnya tewas dalam operasi
pembersihan di kawasan ini.

Di kawasan tersebut kemudian
dibangun perkebunan sawit yang
amat luas yang diharapkan dapat
menyuplai kebutuhan minyak sawit
bagi biodiesel yang dibutuhkan
Amerika Serikat.

Pihak perkebunan mempe-
kerjakan anggota-anggota paramiliter
atau pembunuh bayaran yang selama
ini bekerja bagi mafia-mafia obat bius
sebagai buruh perkebunan, beserta
penduduk dari kawasan lain yang
bersedia bekerja bagi mereka. Untuk
mencegah ketegangan sosial antara
penduduk setempat dengan koloni
baru pihak militer mengontrol
kawasan ini, juga kawasan-kawasan
lain dengan situasi serupa, dengan
tangan besi. Tidak ada seorang pun
selain pihak perkebunan dan buruh-
buruhnya yang boleh memasuki
wilayah tersebut selama bertahun-
tahun.

Hingga kemudian pada tahun
2004 kontrol militer menjadi lebih
longgar, tanpa ada alasan yang jelas.
Dan untuk pertama kalinya kawasan
perkebunan sawit Curvaradé boleh
dimasukki orang luar, walaupun tetap
amat dibatasi. Situasi tersebut segera
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dimanfaatkan oleh sekelompok kecil
petani yang dipimpin oleh seorang
pria bernama Dom Pedro untuk
mencoba kembali ke wilayah
pertanian mereka. Usaha mereka
mendapat bantuan dari sekelompok
aktivis dan biarawan gereja yang
tergabung dalam suatu organisasi
bernama Comisién Intereclesial de
Justicia Y Paz. Kelompok kecil ini
kemudian menerobos ke dalam
perkebunan yang amat luas itu dan
berhasil mencapai lahan yang diyakini
sebagai bekas desa mereka dan para
petani ini bertekad tidak akan
membiarkan diri mereka diusir dari
tanah itu lagi apa pun akibatnya.
Lewat perjuangan panjang
menghadapi teror tanpa henti dari
kelompok militer dan paramiliter,

para petani dan sejumlah kecil orang-
orang Indian itu kini berhasil
menguasai lahan sebesar 110.000
hektar. Lahan tersebut menjadi lahan
komunal bagi penduduk desa yang
mencoba kembali, yang kini
berjumlah sekitar 2500 orang, untuk
kemudian ditanami tanaman pangan.

Namun usaha komunitas ini
untuk membangun pertanian dan
desa mereka kembali tidaklah mudah.
Selain teror yang harus mereka hadapi
mereka juga harus bekerja keras
untuk membersihkan lahan yang
berhasil mereka reklaiming dari
tanaman kelapa sawit yang
memenuhi wilayah tersebut.

Dengan perlahan tapi pasti para
petani ini menanami lahan yang
sudah berhasil mereka bersihkan

dengan berbagai jenis tanaman seperti
jagung, singkong dan pisang.
Hasilnya sedikit banyak sudah dapat
untuk memenuhi kebutuhan pangan
sehari-hari mereka. Namun di
berbagai kawasan lain di negeri ini
masih banyak petani kecil, kaum
Indian dan kelompok keturunan
Afrika yang tidak "seberuntung"
komunitas di Curvaradé.

Perjuangan mereka untuk
mendapatkan keadilan masih
panjang, dan jalan yang ditempuh
tidaklah mudah namun sepertinya
bagi orang-orang ini tidak akan
pernah ada kata menyerah hingga
mereka dapat kembali ke tanah
leluhur mereka lagi.

Elisha Kartini
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Hidup untuk bertani,
bukan bertani untuk hidup
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Dibutuhkan waktu sekitar 3 jam
untuk menempuh daerah pedesaan
Muiju, satu kota kecil di sebelah
selatan ibukota korea selatan yaitu
Seoul. Berbeda dengan seoul, Muju
terlihat lebih "manusiawi". Jika di
seoul padangan kita selalu
menabrak dinding-dinding kaca
gedung bertingkat, di Muju kita bisa
melihat hamparan luas daerah
pegunungan dan pertanian
masyarakat korea yang menanam
beranekaragam tanaman mulai dari
padi, gingseng, cabe, jagung, ubi-
ubian, wijen, sawi putih hingga ke
apel, anggur dan jeruk. Kota muju
dikenal sebagai kota pertanian dan
lingkungan. Oleh karena itu
sebagian besar masyarakatnya
menjadikan pertanian sebagai salah
satu sumber mata pencaharian. Hal
yang menarik untuk dicermati
adalah alasan mengapa mereka mau
menjadi petani ditengah
perkembangan sektor industri yang
tengah melaju pesat di Korea.

Korea merupakan negara yang
memiliki laju pertumbuhan tercepat
di Asia bersama dengan Jepang.
Tingkat pendapatan nasionalnya
berada dalam posisi kesebelas
ditingkat dunia dengan rata-rata
pendapatan perkapita mencapai 245
juta rupiah untuk tiap orangnya.
Sektor industri telah mendominasi
pertumbuhan disektor ekonomi.
Sebut saja Hyundai, Daewoo,
Samsung dan LG merupakan empat
perusahaan yang mendominasi
perekonomian Korea. Namun
sebaliknya, perkembangan ini
pulalah yang justru pada
kenyataannya mengancam sektor
pertanian. Hal ini terbukti dengan
semakin menurunnya minat
generasi muda untuk memilih
profesi sebagai petani. Alih-alih
meneruskan lahan garapan orang
tuanya, para pemuda justru segera
meninggalkan desa tempat
tinggalnya dan bekerja disektor
industri dan jasa.

Keputusan berbeda justru
dilakukan oleh keluarga Youn Ran
Chang yang sudah tinggal di desa
Muju selama 11 tahun. Awalnya

keluarga ini tinggal di ibukota negara
yaitu Seoul. Setelah kelahiran anak
keduanya, ia dan suami memutuskan
untuk pergi ke Muju dengan alasan
ingin mengabdikan hidupnya untuk
menjadi petani. Alasan penting
mengapa mereka ingin menjadi petani
tak lain karena menjadi petani pada
dasarnya adalah menjadi seseorang
yang hidup mulia dan selaras dengan
alam. Menurut mereka, pertanian
merupakan sumber dari segala ilmu.
Untuk itulah mereka memutuskan
bahwa anak-anaknya lebih baik dididik
melalui nilai-nilai yang terkandung
dalam pertanian daripada dididk
melalui sistem pendidikan yang formal.
Setelah memutuskan untuk pindah,
mereka mendirikan rumah, menjadi
petani subsisten dan mendidik anak-
anaknya melalui kegiatan belajar
mandiri dirumahnya sendiri.

Perjuangan sulit telah dihadapi
ketika pada awalnya keluarga Chang
memulai kegiatan pertaniannya.
Keluarga ini menerapkan sistem
pertanian yang berkelanjutan baik
secara ekonomi, sosial dan lingkungan.
Oleh karenanya sistem pertanian yang
dilakukan adalah sistem pertanian
organik dan dilakukan secara

tradisional tanpa menggunakan alat-alat
dan mesin pertanian yang berat. Ladang

seluas sekitar 1 hektar diperolehnya
untuk digarap oleh ia dan suaminya.
Untuk mendapatkan lahan garapan
memang tidak sulit, karena hukum
agraria di Korea telah mengatur
pemberian hak garap lahan pertanian
kepada siapa saja yang ingin bertani
dengan ketentuan tidak melebihi batas
2.97 hektar untuk tiap kepala
keluarganya. Hukum ini telah
ditetapkan semenjak pemerintah Korea
melakukan program redistribusi lahan
tanah pertanian yang dikenal dengan
program Land Refom pada tanggang
waktu tahun 1945-1950 an.

Input pertanian yang digunakan
diperoleh secara mandiri melalui
penggunaan dan pembudidayaan benih
lokal, penggunaan pupuk organik yang
diibuat sendiri dan pengelolaan hama
tanpa menggunakan pestisida. Hingga
saat ini terdapat 50 jenis tanaman yang
dikelola oleh Chang (ibu) yang terbagi

di 14 ladang yang terpisah yang
berjumlah total seluas 0.5 hektar
lahan. Sebagian besar tanaman
tersebut dijadikan sumber untuk
konsumsi makanan mereka sehari-
hari seperti padi putih, padi hitam,
padi ketan, kacang-kacangan, jagung,
biji-bijian, gandum, cabe, kentang,
ubi, wijen, tomat, dan sayuran-
sayuran daun.

Untuk mendapatkan benih-
benihnya, mereka melakukan
pembudidayaan benih lokal yang
diperoleh dari hasil pertukaran benih
dengan para petani setempat. Selain
itu mereka juga melakukan
pertukaran dan pelestarian benih
lokal dengan membuat suatu
perkumpulan petani didaerah
tersebut. Apabila ada petani dari luar
daerah ataupun apabila ada
penduduk dari kota yang ingin
bertani, maka mereka akan saling
membangi dan bertukar benih untuk
ditanam.

Selain benih, input pertanian
lainnya yang mereka gunakan adalah
pupuk. Pupuk yang mereka gunakan
berasal dari serasah daun yang
dicampur dengan pupuk kandang.
Selain itu mereka juga menggunakan
pupuk yang berasal dari kotoran
mereka sendiri yaitu berupa feses dan
urine (air kencing) yang sudah di olah
dan dinetralkan dengan
menggunakan sekam dan batubara
yang kemudian di campur dengan
tanah. Pengelolaan tanah serta
pemeliharaan yang teratur membuat
mereka tidak kesulitan dalam
menghadapi hama, meskipun tidak
sedikit penyakit yang menyerang
tanaman mereka.

Hasil pertanian yang dihasilkan
sebagian besar dikonsumsi untuk
kebutuhan makanan mereka sendiri.
Apabila hasilnya berlebih maka
mereka menjualnya melalui penjualan
door to door (dari pintu kepintu)
ataupun melalui internet. Menurut
meeka dengan menjual langsung
produk hasil pertanian kepada
konsumen terakhir secara langsung
maka harga yang diterima kan lebih
tinggi apabila dibandingkan dengan
menjualnya lewati tengkulak. Lalu,
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apakah mereka bisa hidup hanya
dengan bertani?.

Menjawab pertanyaan ini,
mereka mengakui bahwa
pertanian bisa menjamin
kebutuhan konsusmsi makanan
mereka. Namun, kenyataan
dalam didup kebutuhan bukan
terbatas pada makanan saja.
Untuk itu mereka juga mencari
pendapatan dengan kegiatan lain
seperti dengan menulis dan
membuat buku. Hal ini bukan
saja dilakukan oleh Chang dan
suaminya, hamun juga turut
melibatkan kedua anaknya yang
sekrang masing-masing sudah
berumur 18 dan 12 tahun. Siang
hari mereka bekerja diladang
untuk mengurusi lahan

pertaniannya, sementara sore dan
malam harinya mereka belajar
dan membuat tulisan. Seperti
yang telah disebutkan
sebelumnya, kedua anak mereka
tidak bersekolah di sekolah
formal yang didirikan oleh
pemerintah. Namun, bukan
berarti kedua anaknya bodoh,
malah justru sebaliknya. Anak
pertamanya yang bernama Jun
justru malah lebih pintar jika
dibandingkan dengan anak
sebayanya. Pada umur 18 tahun
Jun sudah bisa berbicara bahasa
inggris dan sudah menulis artikel
di koran. Jun juga sudah belajar
bertani dan sudah mulai
memasarkan hasil kebunnya
berupa kentang di Internet dan

dijual melalui sistem door to
door.

Menurut Jun, banyak hal yang
bisa dipelajari dari alam dan
pertanian, itulah yang membuat
ia menjadi lebih pintar dan tidak
ketinggalan dari temen-temannya
yangbersekolah di sekolah
formal. la berpendapat bahwa
untuk mempelajari pelajaran
disekolah formal, ia pun bisa
mengikutinya dengan belajar
dirumah bersama dengan kedua
orang tuanya dan adik-adiknya.
Sementara itu, dirumah dan di
ladang ia bisa mempelajari
banyak hal seperti ilmu
pertanian, tatakrama dan
pengetahuan pekerjaan rumah
tangga. Meskipun kelurga ini
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nampak sangat sederhana,
namun dapat terlihat bahwa
mereka tidak menyesali dan
justru berbangga hati atas
keputusan yang sudah mereka
ambil yaitu mengabdikan
hidupnya untuk
pertanian.Menurut mereka
menjadi petani adalah suatu
pilihan hidup yang mulia dan
petani bukanlah suatu pekerjaan
yang hina dan menjadi pekerjaan
terakhir yang diterima ketika
seseorang sudah tidak diterima
lagi disektor lain. Menjadi petani
adalah sutau pilihan untuk
kehidupan keluarga dan masa
depan yang lebih baik.

Susan Lusiana

FORUM BENIH INTERNASIONAL

Kedaulatan benih untuk kedaulatan pangan

Benih merupakan sumber
kehidupan yang sudah
seharusnya dikuasai oleh petani.
Hal tersebut diungkapkan oleh
ketujuh delegasi pada forum
benih internasional yang
dilaksanakan di Seoul pada 5/9
lalu. Ketujuh delegasi tersebut
berasal dari Chili, Indonesia,
Philiphina, Korea, Thailand,
Kamboja dan Timor Leste.

Hadir pada kesempatan
tersebut Yoon Gem Soon anggota
ICC dari La Via Campesina yang
membuka secara langsung forum
yang dihadiri oleh sekitar 150
orang peserta yang terdiri dari
petani, aktivis dan masyarakat
umum di Korea. Forum benih ini
dilaksanakan oleh La via
campesina regional Asia timur
dan Asia tenggara yang bekerja
sama dengan asosiasi petani
perempuan Korea (KWPA).

Kebijakan pertanian di Asia
selama beberapa dekade
kebelakang telah mengancam
eksistensi pertanian dan
kehidupan petani secara
langsung. Lambat laun, petani
kian mengalami kehilangan akses
terhadap sumber-sumber agraria
yang seharusnya menjadi milik
petani. Hal ini menyebabkan
petani semakin mengalami

ketergantungan yang tinggi
terhadap produk-produk
perusahaan agribisnis besar
produsen benih, pupuk dan
pestisida. Dengan lihainya,
perusahaan-perusahaan yang
memiliki kepentingan peningkatan
profit melalui peningkatan akses
pasar tersebut menekan kehidupan
petani melalui pengaruh kebijakan
di tingkat dunia, nasional ataupun
regional melalui ageda
neoliberalismenya.

Dalam forum tersebut secara
garis besar setiap negara memiliki
permasalahan yang sama dalam
perbenihan. Isu benih hasil
rekayasa genetika (GMO; Genetic
Modified Organism), benih hibrida
yang dikuasai oleh perusahaan
transnasional yang menyebabkan
para petani terlilit hutang, masalah
paten yang dikenakan dalam
produksi benih dan seringkali
menjadi sumber kriminalisasi
petani serta upaya-upaya untuk
penghilangan benih lokal yang
menyebabkan meningkatnya
kerusakan lingkungan dan
keaneka ragaman hayati menjadi
pembicaraan utama dalam forum
ini.

Penguasaan perusahaan besar
(MNC dan TNC) terhadap benih
sangat besar. 51 persen pasar benih

dunia hanya dikuasai oleh 10
perusahaan besar diantaranya
Monsanto, Du Pont, Sygenta,
Grope Limagrain, KWS, Land
Olake, Sakata, Bayer, Taiki, DLF,
dan Delta and pine land yang
telah mengakuisis berbagai
perusahaan agribisnis nasional.
Menurut Han Young Me,
delegasi dari KWPA, 50 persen
benih dikorea dikuasai TNC
(Transnasional Company). Marda
Ellius, delegasi dari Indonesia
menambahkan bahwa seringkali
TNC menjual benih yang sudah
disatupaketkan dengan pupuk
dan pestisidanya. " Sekitar 45.5%
pengeluaran produksi khususnya
padi digunakan untuk membeli
benih, pupuk dan pestisida dan
ini seringkali membuat petani
menjadi terlilit hutang. Parahnya,
seringkali para penyuluh
pertanian malah menajdi agen
penjualan dari para perusahaan
penjual benih dan pestisida
tersebut”.

Han Young Me juga
menyebutkan bahwa dalam
kesepakatan FTA (Free Trade
Agreement) antara Korea dengan
Amerika Serikat juga terdapat
pasal yang menyatakan
pencabutan hambatan untuk
impor produk dan benih GMO

seperti kentang dan padi. Terkait
dengan GMO ini, delegasi
thailand menyebutkan bahwa
dinegaranya terdapat pepaya
GMO yang telah mencemari
pepaya yang berasal dari benih
lokal.

Akibatnya kemurnian benih
lokal tercemari dan benih lokal
tersebut terancam punah seperti
kasus hilangnya 25.000 benih padi
lokal Indonesia selama penerapan
revolusi hijau dulu. Di Indonesia,
upaya perusahaan transnasional
untuk melakukan percobaan
penanaman kapas GMO telah
mendapatkan perlawanan keras
dan mengundang aksi besar-
besaran dari kaum tani untuk
menolak GMO.

Belum lagi kasus-kasus
kriminalisasi dan penangkapan
petani yang dituduh telah
melanggar hak paten atas benih
yang diproduksi perusahaan
agribisnis. Di Indonesia dari
Oktober 2006- April 2007 saja
tercatat 10 kasus kriminaliasi
petani akibat hak paten ini. Belum
lagi delegasi dari Kamboja Oem
Sarann menyebutkan bahwa
petani yang dituduh melanggar
hak paten dikenakan denda

Bersambung ke hal. 16
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Rakyat Cikareas
dambakan perubahan

Sungguh mengherankan sekali, ada
kenyataan bahwa di Kabupaten
Ciamis masih terdapat desa yang
terbelakang. Padahal Pemerintah
Daerah telah menganggarkan dana
untuk pembangunan Kabupaten
Ciamis Tahun 2007 sebesar Rp. 1,14
triliun. "Saya hanya bisa bekerja
mengolah tanah untuk menghidupi
nafkah keluarga, tapi mau bercocok
tanam dimana kalau tanahnya tidak
ada " ungkap Iwan, petani penggarap
Cikarees. Pemerintah ternyata masih
memandang sebelah mata, khususnya
yang terjadi di daerah Cikarees.
Akhirnya masyarakat sendiri yang
harus merubah nasibnya untuk

Forum benih internasional.

memenuhi kebutuhan hidupnya.

Padahal dalam pidato politiknya,
presiden Rl mengatakan Program
Reforma Agraria akan dilaksanakan
secara bertahap mulai tahun 2007 ini.
Langkah itu dilakukan lewat
pengalokasian lahan garapan bagi
rakyat miskin yang berasal dari hutan
konservasi dan tanah lain, serta
menurut hukum pertanahan
diperuntukkan bagi kepentingan
rakyat.

"Kita masih belum 100% dapat
mengolah tanah dengan tenang. Mari
bermusyawarah mencari solusinya,
sehingga tanah ini menjadi produktif
dan petani bisa menemukan

kesejahteraan” ujar Rudi
Wijayakusumah (Akademisi Unpad)
ketika berkunjung ke Ciamis, Rabu
(19/9) yang lalu.

Sekjen SPP Agustiana mengatakan
rencana itu sudah dibuat walaupun
belum ada sistem pertanian jangka
panjang, karena perlu diprogramkan
dengan adanya biaya pembibitan dan
pendidikan. "Kiranya pemerintah
harus berperan dalam mengurus
kehidupan masyarakat. Sebab APBD
didapat dari rakyat dan untuk
melayani rakyat, bukan untuk
pejabat.

Harry Mubarak



